BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi
Protokol Madrid di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya
capaian implementasi antara lain:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Sasaran dan target Kinerja umumnya dituangkan dalam dokumen
perencanaan organisasi berupa rencana strategis. Rencana strategis merupakan
pedoman bagi unit kerja pelaksana kebijakan untuk menjalankan kegiatan yang
dapat berkontribusi terhadap capaian kinerja organisasi. Pada rencana strategis
DJKI, kegiatan terkait Protokol Madrid menyatu di dalam program
pelindungan merek pada umumnya. Angka target kinerja juga ditetapkan
dengan persentase yang belum memiliki standar yang jelas. Tentunya dengan
kondisi demikian, pelaksana layanan Protokol Madrid tidak memiliki acuan
yang jelas di dalam pencapaian target Kinerja.

2. Sumber Daya

Sumber daya seperti anggaran, waktu, dan manusia merupakan hal vital
di dalam implementasi kebijakan. Di DJKI implementasi Protokol Madrid
telah memiliki sumber daya waktu yang cukup ideal dengan kurun waktu yang
cukup lama, yaitu sejak awal tahun 2018. Semestinya kondisi ini dapat memicu
kematangan pelaksanaan implementasi, namun dari segi anggaran, kegiatan
yang berhubungan dengan Protokol Madrid belum memiliki alokasi khusus.
Hambatan lainnya yang terjadi dari segi sumber daya adalah kompetensi
pelaksana yang belum merata, terutama dari penguasaan aturan di dalam
layanan Protokol Madrid dan penguasaan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi
layanan. Kondisi ini tentunya perlu mendapatkan perhatian, karena dapat

memicu permasalahan pada faktor lainnya yaitu sikap para pelaksana.
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Kecenderungan/Disposisi/Sikap Para Pelaksana

Melalui wawancara dan observasi kegiatan layanan Protokol Madrid,
terlihat bahwa para pelaksana layanan memiliki komitmen tinggi untuk
memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Namun, para
pelaksana masih memiliki harapan agar DJKI dapat lebih mamfasilitasi
peningkatan kompetensi pegawai dan mempertimbangkan status pelaksana
kebijakan Protokol Madrid agar layanan dapat lebih optimal.
Karakteristik Agen/Organisasi Pelaksana

DJKI sebagai institusi pemerintahan memiliki banyak kesempatan untuk
mengembangkan kapasitas para pelaksana kebijakan Protokol Madrid dan
kapasitas DJKI sebagai institusi itu sendiri. Situasi politik yang cukup kondusif
serta memberikan dukungan pada pengembangan ekonomi kreatif memberikan
momentum bagi DJKI untuk terus memberikan pemahaman yang baik kepada
para pemangku kepentingan dan juga masyarakat mengenai manfaat Protokol
Madrid, sehingga capaian permohonannya dapat terus meningkat. Pola
hubungan vertikal dan horizontal di lingkungan internal dan eksternal dapat
dikatakan cukup baik, namun pelaksana kebijakan masih merasa kurang
dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, masyarakat
menyampaikan keluhan mengenai transparansi proses layanan Protokol
Madrid.
Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Implementasi

Meskipun Protokol Madrid merupakan sebuah bagian dari layanan
merek, namun kesuksesan implementasinya membutuhkan dukungan dari
banyak aktor kebijakan. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terkait
menyatakan Kketidakpuasan terhadap perkembangan kolaborasi yang digagas
olen DJKI. Tugas dan fungsi pokok DJKI dalam layanan Protokol Madrid
berkutat pada layanan administratif dan penegakan hukum pelindungan KiI,
namun masih memerlukan dukungan yang kuat dari instansi lainnya untuk
melakukan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran merek internasional melalui
Protokol Madrid.
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6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
Secara ekonomi, sosial, dan politik tidak ditemukan penolakan dan
masalah yang cukup berarti dalam implementasi Protokol Madrid di Indonesia.
Namun demikian, masih dibutuhkan dorongan politik yang kuat untuk dapat
terus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perbaikan dan
kemajuan dalam layanan Protokol Madrid oleh DJKI.

Mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual, khususnya pendaftaran merek
internasional melalui Protokol Madrid tentu tidaklah mudah. Diperlukan berbagai
berbagai pendekatan yang inovatif serta langkah-langkah strategis dari pemerintah,
salah satunya adalah strategi collaborative governance. Strategi tersebut cukup
relevan dalam upaya peningkatan dan pengembangan implementasi Protokol
Madrid di Indonesia. Dengan berbagai kondisi implementasi seperti diuraikan di
atas, strategi collaborative governance mendorong keterlibatan berbagai pemangku
kepentingan dan lintas sektor pemerintah dalam kerja sama yang sistematis dan
terstruktur dari pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan, media, hingga
masyarakat dan sektor swasta. Adapun limitasi penelitian ini yaitu khusus untuk
permohonan merek internasional yang berasal dari dalam negeri (Indonesia sebagai
negara asal permohonan/country of origin).

V.2 Saran

Menindaklanjuti temuan penelitian mengenai implementasi Protokol Madrid
di Indonesia, peneliti mengajukan saran melalui rekomendasi strategi dalam
mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pekerjaan dapat lebih ringan dilakukan
apabila terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik antarpihak yang berkaitan
dengan kebijakan Protokol Madrid. Hal tersebut dapat dilakukan melalui
collaborative governance yang dituangkan dalam sebuah model yang menjelaskan
bahwa:
1. Diperlukan adanya pempimpin/koordinator/network manager untuk
memfasilitasi hubungan yang harmonis dan berkelanjutan di antara para

pemangku kepentingan terkait. DJKI sebagai aktor utama dari pelaksanaan

98



layanan Protokol Madrid di Indonesia harus mampu mengambil peranan ini.
Rasa memiliki bersama shared ownership dari implementasi kebijakan
Protokol Madrid yang dapat diwujudkan apabila para pemangku kepentingan
berpartisipasi dalam proses identifikasi masalah, penetapan arah kebijakan,
penataan kegiatan, dan mengasah keterampilan dalam melaksanakan tugas
sevara bersama-sama. DJKI harus terus berupaya untuk melibatkan seluruh
aktor agar dapat menampung kebutuhan semua aktor dan masukan yang
bermanfaat bagi proses implementasi kebijakan. Selain itu, kesadaran
mengenai pentingnya Protokol Madrid perlu ditingkatkan. Dalam mencapai
keberhasilan implementasinya, Protokol Madrid tidak bisa dilaksanakan hanya
oleh DJKI saja, namun perlu melibatkan semua pihak terkait, seperti instansi
pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan dan perindustrian, ekonomi
kreatif, pemerintah daerah, para konsultan KI, pengusaha, dan masyarakat.
Kapabilitas para aktor kebijakan Protokol Madrid harus terus ditingkatkan
melalui berbagai kesempatan pelatihan, magang, dan studi banding. Selain itu,
masyarakat, khususnya para pengusaha juga harus diberikan fasilitasi dan
pendampingan agar mampu menciptakan produk-produk berkualitas yang
dapat bersaing di mancanegara. Dukungan berbagai pihak sangat berarti.
Pemerintah daerah atau pusat yang dapat menawarkan bantuan/insentif usaha,
keringanan perpajakan, serta kemudahan berusaha dan akses permodalan.
Dengan meningkatnya kolaborasi dan kapasitas pelaksana kebijakan,
sosialisasi informasi mengenai Protokol Madrid dapat terus ditingkatkan agar
masyarakat memiliki ketertarikan dan keinginan untuk mendaftarkan
mereknya melalui Protokol Madrid.

Dalam melaksanakan kebijakan Protokol Madrid, optimalisasi dapat dilakukan
apabila pelaksanaan tugas menghadapi hambatan seminimal mungkin. Selain
itu, tersedia sumber daya yang memadai dan merata. Implementasi juga harus
didasari pada data dukung dan perencanaan yang baik agar para aktor kebijakan
mampu memahami target dan tujuan dari kebijakan Protokol Madrid, serta

menghasilkan rumusan dan pelaksanaan implementasi kebijakan Protokol
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Madrid di Indonesia dengan sebaik mungkin. Diperlukan ukuran standar dan
tujuan kebijakan yang jelas dan dapat dikuantifikasi sehingga pelaksanaan
kebijakan untuk mencapai target kegiatan dan tujuan kebijakan dapat dilakukan
dengan lebih akurat.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan

oleh DJKI, yaitu:

Menyusun kerangka kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung
peningkatan ekosistem pelindungan merek internasional,

Menyusun peta bisnis dan proses bisnis Protokol Madrid dengan
memperhatikan kolaborasi antarpemangku kepentingan,

Menyusun program kerja yang fokus untuk peningkatkan permohonan
Protokol Madrid dan rencana aksi lintas sektor,

Melakukan serap aspirasi implementasi Protokol Madrid dengan pembentukan
tim lintas-fungsi yang bertanggung jawab atas peningkatan capaian
permohonan merek internasional secara langsung mapun tidak langsung,
Meningkatkan promosi dan fasilitasi, serta kampanye edukasi dan kesadaran
tentang Protokol Madrid,

Melakukan peningkatan kapasitas pelaksana layanan dan transformasi digital
yang responsif dalam pelayanan pendaftaran merek internasional

Mendorong pembentukan kemitraan dengan asosiasi bisnis, lembaga hukum,
dan konsultan yang dapat membantu dalam implementasi Protokol Madrid,
serta

Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas program kerja dan pelayanan

publik secara berkala.
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